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TAHUN AITGGARAN 20/24

BUPATI HALMATIERA BARAT,

bahwa untuk kelancaran Pengelolaan Keuangall Daerah dalam rangka

peiaksanaan Anggaran Pendapatan clan Beianja l)aerah Kabupaten

Halmahera earaiTahun Anggalan 2021, maka berdasarkan ketentual
pasal 4 ayat (3) dan ayat (a) hurrrf a Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 'z}tg tentang 
-Pengelolaan 

Keuangan Daerah dan Peraturan

Menteri Dalam lUegeJ Nom6r 77 Tahur_ 2A2O tentang Pedouran Teknis
pengeloiaan Keuingan l)aerah, Bupati selaku Kepaia Ifaerah

melimpahkan p.rrr.*[u-rrg kekuasaan pengelolaan keuangan Daeratr

kepacia Sekretaris Daerah Kabupaten F{almahera Barat;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiurana dimaksud huruf a, perlu

menetapkan Kepuiusan Bupati tentang Pelimpahan Pemegang

Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah dari Bupati selaku Kepala

Daerah kepa<la Sekretaris Daeiah Kabupaten Halmahera Barat'I'ahun

Anggaran'2024.

und"ang-undang Nomor 60 'lahun 1958 tentang Penetapan undang-

undang Nornor 23 L)amrat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah=

daerah Swat-antra Tingkat II Dalam Wilayah l)aerah Swatanlra Tingkat I

Maluku menjadi Undang undang;
unrlang*undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Plovinsi

Maluku Utara, Kabupaten BuIu dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat,

sebagaimana 'felah Diubah Dengan undang-undang Nomor 6 Tahun

2000;
undang-unrlang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemtrentukan Kabupaten

Halmahera U tara. Kabupaten Halmahera selatan, Kabupaten Kepr'ilauan

sula, Kabupaten Halmahera 'Iimur dan Kota Tidore Kepulauan di

Provinsi Maluku Ulara;
Untlang-unclangNomorlTTahun2003tentangKeuanganNegara;
undang-unrlang Nomor 1 Tahun 2ao4 kntang Perbendaharaan Negara;

undang-undang Nomor 5 Tahun 2$I4 tentang Aparatur sipil Negara;

und.ang-undang Nomor 23 Tahun '.2a14 tentang Pemerintahan Daerah;

unclang*und"ang Nornor 1 Tahun 20'22 tentang Hubungan Keuangan

anta;:a Pemerintah l\rsat dan Pemerintahan Daerah;
peraturan pemerintah Nornor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangal;
peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2O'2O tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2f)16

tentang Pembentukan clan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Halmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun '24'22

tentang Pengelclaan Keuangan Daerah;
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Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun '2a23 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Halmaher"a Barat Nornor 6 Tahun '2CI16

tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Flalmahera Barat;
Peraturan Daerah Kabupaten Flalmahera lJarat Nomor Tahun zazs
tentairg Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hair:raheul
Barat Tahun Anggaran 2Q24;
Peraturan Bupati l{almahera Barat Nomor Tahun zazs tentang
Penjabaran Anggaraa Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Halmahera Barat Tahun Anggaran 2A24.

*IEMU,fUSKAN:

Meiimpahkan Pemegang Kekuasaan Pengelolann Keuangan Daerah dari
Bupati selaku Kepala Daerah kepada sekretaris Daerah Kabupaten
Fialmahera Barat Tahun Anggaran '2024"

Pelimpahan sebagaimana dimaksud Dikturn Kesatu, Sekretaris Daerah
mempunyai tugas :

a. koordinasi dalam Pengelolaan Keuangan f)aerah;
b. koordinasi dibidang penyusunan rancangan APBD, rancangarl

perubahan APBD dan rancangan pertanggungjarvaban pelaksanaan
APBD;

c. koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan ApBD;
d. merntrerikan persett-rjuan pengesahan DpA SKpD;
r. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan Keuangzrn

I)aerah sesu a i dengan ketentuan peraturan perundang- unrlangan; clan
f. memimpin TAPD.

Dalam rnelaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksucl Iliktum Kedga,
Sekretaris Daera.h bertanggungjawab keparia Bupati Halmahera Bar*t
dan tetap berpedoman sesuai ketentuan peraturan perundang-unrlangan
--vang tlerlaku.

Penunjukan dan Penetapan Pejabat sebagaimana dimaksr-rc] clalalr:
Diktum Kesatu, tetap berpedoman pada ketentuan PeratLrran Pemerintah
lfornor 12 Ta]run 201q tentang pengelolaan Keuangan Daerah dan
Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 7T Tahun '20'20 tentang pecloman
'l'eknis Pengelolaan Keuangan I)aerah clan ketentuan pemndar:p1-
undangan lainnl'a.

Keputusan ini rnulai berlaku pada tanggal ditetapkan"
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KESATU
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Ditetapkan di
pada tzinggal

Jailolo
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BARAT,BUPATI

Tembusan dlsqmpqlkan leepada Yth:
1. Ivlenteri Daiam Negeri di Jakarta,
2. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
-3' Barian Pemeriksaan Keuangal Perwakilan Malu.ku utara di rernate,
'+. Inspektur Inspektorat Kahupaten Halmahera Barat cli Jailoln,
3. i{epala BKAD Kab. Flalmahera Barar di .iaiiolo,
6. Yang bersangkutan untuk diketahui ria:t sepertrunya.
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